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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang:

Mengingat:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50,

Pasal 90, Pasal 104, Pasal 107, Pasal 149 ayat (6), Pasal 154

ayat (21 dan Pasal 157 ayat (6) Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

12 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengelola

Pendapatan Daerah tentang Petunjuk Teknis Pemungutan

dan Pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan [rmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentalg Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Talrun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuaagan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Menetapkan:

2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor ll Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(kmbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Nomor 12, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 153);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagran Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya

disebut Badan adalah Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuang,an sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Bidang Retribusi dan Pendapatan L^ain adalah unsur pelaksana di bidang

Retribusi dan Pendapatan l,ain pada Badan.
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5. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPPD adalah

unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan sesuai wilayah

ke4'anya.

6. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang ditunjuk yang Selanjutnya disebut

UPPD yang ditunjuk adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada

Badan di luar wilayah kerjanya sehingga perlu dilakukan penunjukan.

7. Unit Pengelola Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah Unit

Pelaksana Teknis Dinas.

8- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKE|

adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat

Berat.

9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah

semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan

Bermotor dan Alat Berat.

10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya

yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yalg dioperasikan

di air yang digerakkan oleh peralatan telorik berupa motor atau peralatan

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

11. Alat Berat adalah alat yang diciptalan untuk membantu pekerjaan konstruksi

dan peke{aan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikeq'akan oleh

tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak

melekat secara perrnanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi

tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan

pertambangan.

12. Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang

menyerahkan BBKB.

13. Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.

14. Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen

atau pengguna Kendaraal Bermotor.

15. Masa PBBKB adalahjangkawaktu yangmenjadi dasar bagiwajib PBBKB untuk

menghitung, menyetor, dan melaporkan PBBKB yang terutang yang dipungut

berdasarkan penghitungan sendiri wajib PBBKB dengan jangka waktu yang

lamanya sama dengan I (satu) bulan kalender.

16. PBBKB terhutang adalah pajak PBBKB yang harus dibayar oleh Wqiib Pajak

pada suatu saat, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak

berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajalan Daerah.
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17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sglagai sarana dalam administrasi

perpajalan Daerah yang dipergunalan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban

perpajakan daerahnya.

18. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penyedia

BBKB adalah produsen dan/ atau importir BBKB baik untuk dijual maupun

digunakan sendiri.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran dan

pendataan, penghitungan, pembayaran dan penyetoran PBBKB.

2O. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perp4jakan Daerah

yang terdapat dalam SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD,

Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

2 1 . Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan

atau pemungutan pihak ketiga yang diqiukan oleh Wajib Pajak.

22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yang dia-iukan oleh Wajib Pajak.

23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/

atau harta dan kewajibal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah-

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat

SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus

dibayar.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan

atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.

27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan deng,an cara lain ke kas Daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
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28. Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut

Pemungut PBBKB adalah penyedia PBBKB.

29. Konsumen adalah pengguna BBKB.

30. Kertas Keqia Pemeriksaen yang selaljutnya disingkat KKP adalah catatan

secara rinci dan jelas yarrg dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur

pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang

dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil

sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

3l.Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat

perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/ atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

32. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP

adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos

yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah

pokok pajak terutang atau retribusi terutang dan perhitungan sementara dari
sanksi adrninistrasi.

33. L,aporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan

yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh

pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan

tujuan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan 5s$agai dasar dan acuan dalarn

pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan dan pemeriksaan PBBKB, sesuai

ketentuan peratura-n perundang-undangan.

(2) Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk:

a. memberikan pelayanan pemungutan PBBKB yang mudah, transparan dan

cepat;

b. memberikan pedoman dalam melakukan pemeriksaan PBBKB; dan

c. memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai

ketentuan pengaturan, prosedur dan mekanisme tata cara penghitungan

PBBKB.
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Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penga.turan da'lam p6lslltran Kepala Badan ini meliputi:

a. pendaftaran dan pendataan PBBKB;

b. penyampaian dan penelitian SPTPD;

c. pembayaran atau penyetoran PBBKB;

d. penagihan PBBKB;

e. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok

dan/atau sanksi PBBKB;

f. penundaan pembayaran PBBKB;

g. pemeriksaan PBBKB;

h. optimalisasi Penerimaan PBBKB; dan

i. Standar Operasional dan Prosedur.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PBBKB

Bagran Kesatu

Pendaftaran PBBKB

Pasal 4

Penyedia BBKB yang berdomisili di wilayah Daerah mengajukan surat permohonan

pendaftaran sebagai Wajib PBBKB kepada Kepala Badan melalui Kepala UPPD

sesuai wilayah keqfanya.

Pasal 5

(1) Surat permohonan sebaga i6212 dimalsud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan

persyaratan sebagai berikut:

a. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (bagr wajib pajak badan);

b. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (bagi wajib pajak orang pribadi);

c. Nomor Pokok Wajib Pajak ;

d. Sertilikat standar atau ijin sesuai Klasilikasi Baku I ^Fangan Usaha

Indonesia;

e. Surat Keterangan Ijin Usaha Niaga Umum atau dokumen lain yang

dipersamakan; dan

f. Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pimpinan Perusahaan.

(2) Kepala UPPD melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap surat permohonan

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(3) Kepala UPPD dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat melaksanakan secara adrninistratif dan,/ atau faktual.
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(a) Dalam hal verifikasi dan validasi surat permohonan dan kelengkapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan valid dan lengkap serta

Penyedia BBKB memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib

PBBKB, Penyedi.a BBKB pemohon ditetapkan s6$agai Wajib PBBKB.

(5) Penetapan Penyedia BBKB sebagai Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) melalui penerbitan NPWPD oleh Kepala Badan atas usulan dari Kepala

UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk.
(6) Kepala UPPD melakukan input data Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dalam Buku Induk W4jib PBBKB yang diselenggarakan secara

elektronik.

Pasa] 6

Penyedia BBKB yang berdomisili di luar wilayah Daerah mengajukan surat

permohonan pendaftaran sebagai Wajib PBBI(B kepada Kepala Badan melalui

Kepala UPPD yang ditunjuk-

Pasal 7

Ketentuan mengenai pendaftaran Wajib PBBKB yang berdomisili di luar wilayah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku mutatis mutandis ketentuan

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Pendataan PBBKB

Pasal 9

(1) Kepala UPPD melaksanakan pendataan PBBKB di wilayah kerjanya.

(2) Pendataan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Pendataan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. aspek subjel(if yang merupakan syarat yang berkaitan dengan subjek pajak

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. aspek objelrtif yang merupakan syarat bagi subjek pajak dalam melakukan

kewajiban perpajakan.

I

Pasal 8

Format surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan

Pasal 6 serta format Buku Induk Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (6) tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Badan ini.



Pasal 1l
(1) Da1am hal hasil pendataan PBBKB oleh Kepala UPPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 terdapat Penyedia BBKB yang berdomisili diluar wilayah Daerah,

maka Kepala UPPD menyampaikan laporan hasil pendataan kepada Kepala

Badan.

t

Pasal l0
(1) Dalam melaksanakan pendataan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 Kepala UPPD berkoordinasi dengal unsur Dinas pada wilayah ke{anya dan

instansi terkait lainnya.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pendataan terhadap Penyedia BBKB;

b. pendataan terhadap kegiatan penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada

konsumen; dan

c. pemutalhiran data Wajib PBBKB.

(3) Dalam hal hasil Pendataan sebagaip6114 dimaksud pada ayat (2) terdapat

Penyedia BBKB yang belum mendaftar dan/atar melakuan kegiatan

penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen dan belum

ditetapkan sebagai Wajib PBBKB dan/atau te{adi pemutakhiran data Wajib

PBBKB, Kepala UPPD melakukan verifikasi dan validasi.

(4) Kepala UPPD dalam melalukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat melaksanakan secara administratif dan/atau faktual.

(5) Dafam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menyatalErn bahwa Penyedia BBKB tidak memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif sebagai Wajib PBBKB, Kepala UPPD mencatat hasil verilikasi dan

validasi da-lam buku register tersendiri sebagai pertanggungiawaban kinefa dan

bahan evaluasi selanjutnya.

(6) Dafam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyatakan bahwa Penyedia BBKB memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif selagai Wajib PBBKB, Penyedia BBKB pemohon ditetapkan sebagai

Wajib PBBKB.

(7) Penetapan Penyedia BBKB sebagai Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) melalui penerbitan NPWPD oleh Kepala Badan.

(8) Kepala UPPD melakukan input data Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (71 dalam Buku Induk Wajib PBBKB yang diselenggarakan secaia

elektronik.

(9) Format Buku Induk Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang merupalan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan

menugaskan Kepala UPPD yang ditunjuk untuk melakukan pendataan

Penyedia BBKB.

Pasal 12

Ketentuan pendataan Penyedia BBKB oleh Kepala UPPD yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku mutatis mutandis

ketentuan Pasal 9 dan Pasal 1O.

Pasal 13

(1) Wajib PBBKB yang tidak lagi memenuhi syarat subjeldif dan/atau objektif

sebagai Wajib PBBKB dapat dilakukan penonaktifal NPWPD dengan

mekanisme:

a. pengajuan permohonan penonaktifan NPWPD oleh Wajib PBBKB; dan

b. hasil pendataan PBBKB oleh UPPD atau UPPD yang ditunjuk.

(21 Pengajuan permohonan penonaktifan NPWPD oleh Wajib PBBKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Wajib PBBKB kepada

Kepala Badan melalui Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk.

(3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (21 Kepala

UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk menyampaikan permohonan kepada

Kepala Badan.

(4) Hasil pendataan PBBKB oleh UPPD atau UPPD yalg ditunjuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kepala UPPD atau Kepala

UPPD yang ditunjuk kepada Kepala Badan.

(5) Kriteria Wajib PBBKB yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib PBBKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tidak lagi menjadi penyedia BBKB dalam jangka waktu 12 (bulan) masa

PBBKB secara berturut turut; dan/atau

b. penyedia BBKB tidak melakukan kegiatan penyerahan BBKB di Daerah

dalam jangka walrtu 12 (bulan) masa PBBKB secara berturut turut.
(6) Berdasarkan usuLan penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Badan dapat melakukan penonakLifan NPWPD.

(71 Kepala Badan harus menerbitkan Keputusan penonaktifan NPWPD

sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(8) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diterbitkan

setelah melampaui jarrgka walrtu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib PBBKB

dianggap disetujui.

(9) NPWPD yang telah dinonaktilkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) dapat

diaktifkan kembali sepanjang Penyedia BBKB memenuhi persyaratan sebagai
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Wajib PBBKB gslagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan melakukan

kegiatan penyerahan BBKB di Daerah yang dibuktikan dengan dokumen

penyerahan BBKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1O) Tata cara penonalctifan NPWPD sslagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

pengaktifan kembali NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur

dalam Peraturan Kepala Badan yang mengatur NPWPD.

BAB III

PEI{YAMPAIAN DAN PENELITIAN SPTPD

Bagran Kesatu

Penyampaian SPTPD

Pasal 14

(1) Setiap Wajib PBBKB yang telah mendapatkan NPWPD, mengisi SPTPD dengan

jelas, benar dan lengkap dengan menggunakan bahasa Indonesia serta

ditandatangani oleh Wajib PBBKB atau kuasanya.

(2) Formulir SPTPD dapat diambil sendiri oleh Wajib PBBKB atau kuasanya pada

Kantor UPPD atau Kantor UPPD yang ditunjuk atau dapat mengaksesnya

secara elektronik.

(3) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib

PBBKB atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala

Badan melalui Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk paling lambat 15

(lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa PBBKB.

(5) Penyampaian SPTPD oleh Wajib PBBKB kepada Kepala Badan melalui Kepala

UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk dapat dilakukan secara elektronik.

(6) Penyampaian SPTPD dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak dan

dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan PBBI(B yang

terutang berupa:

a. rekapitulasi penjualan BBKB yang dirinci per Kabupaten/ Kota; dan

b. bukti transfer atau bulrti pembayaran PBBKB.

Pasal 15

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat:

a. nama Wajib PBBKB dan/atau kuasanya;

b. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik Penyedia BBKB;

C. MASA PBBKB;

d. tahun PBBKB;

e. jenis dan volume BBKB;

f. harga jual BBKB:

g. tarif PBBKB; dan

t



h. jumlah PBBKB terutang.

(2) Selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (l), SPTPD dapat memuat

pengurangan pokok PBBKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalam hal teg'adi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan

penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak bisa

dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan sofiraare, hardware, jaringan

komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat

dipertanggungiawabkan bertepatan dengan tanggal terakhir penyampaian

SPTPD, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya

dengan tidak dikenalan sanksi administratif berupa denda serta dibuatkan

berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang

ditunjuk.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/ ataru

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 17

Format SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan Format SPIPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam Ia.mpiran

yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua

Penelitian SPTPD

Pasal 18

(l) Berdasarkan penyampaian SPTPD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk melakukan

penelitian SPIPD.

(2) Penelitian SPTPD dila-kukan dengan cara sebagai berikut:

a. meneliti kesesuaian batas akhir pembayaran dan/ atau penyetoran dengan

tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. meneliti kesesuaian antara SSPD dan SPIPD, antara lain:

1- meneliti kebenaran identitas diri Wajib PBBKB;

2. mencocokan jumlah PBBKB yang dilaporkan dalam SPIPD dengan

PBBKB yang telah dibayar dalam SSPD pada Masa PBBKB yang sama;

3. meneliti rekapitulasi penjualan BBKB yang dirinci per Kabupaten/Kota;

dan
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4. meneliti pengenuran sanksi administrasi dalam SPTPD dengan SSPD pada

Masa PBBKB yang sama.

c. meneliti kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi

Lainnya, antara lain:

1. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD; dan

2. meneliti kebenaran perhitungan Nilai Dasar Pengenaan PBBKE! dengan

Tarif PBBKB.

(3) Penelitian SPTPD dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari ke{a sejak

penyampaian SPTPD diterima.

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir

Hasil Penettian SPTPD.

(5) Format Formulir Hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam Iampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 19

(1) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD diketahui terdapat PBBKB

terutang yang tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, tidak atau

kurang dibayar, Kepda UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk menerbitkal

STPD.

(2 ) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) mencantumkan j umlah kekurangan

pembayaran PBBKB terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga

sebesar 17o (satu persen) per bulan dari jumlah PBBKB yang:

a. tidak dibayar atau disetor tepat pada waktunya; atau

b. tidak dibayar atau yang kurang dibayar;

dihitung sejak saat terutangnya PBBKB atau berakhirnya lrrasa PBBKB.

(3) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang mempakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

BAB IV

PEMBAYARAN ATAU PEI'ryETORAN PBBKB

Pasal 20

(1) PBBKB terutang harus dilunasi paling lambat 1O (sepuluh) hari kerja setelah

berakhirnya masa PBBKB.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus

bertambah, harus dilunasi dalam jangka walrtu paling lambat I (satu) bulan

sejak tanggal diterbitkan.
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(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal terdapat

PBBKB yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan Pajak; atau

b. penghitungan secara jabatan karena:

l. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPIPD dalam jangka waldu tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan telah ditegur secara tertulis

namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan

dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pembukuan dan

pemeriksaan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) SKPDKIIT ssfoagaiman2 dimalsud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal

ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan

menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan

Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(5) Format SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format SKPDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 21

(1) Pembayaran PBBKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk atau Bank Persepsi.

(2) Kasir menyetorkan pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada

UPPD atau UPPD yang ditunjuk.
(3) Pembayaran PBBKB dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis

elektronik.

Pasl 22

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan

hasil penerimaan PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan -

BAB V

PENAGIHAN PBBKB

Pasal 23

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding

merupakan dasar Penagihan PBBKB.

(2) Atas dasar Penagihan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum

jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
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(3) Dafam hal dasar Penagihan PBBKB ssSagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan

Penagihan PBBKB.

(41 Tata cara penagihan PBBKB s6lagaiman4 dimaksud pada ayat (3)

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

penagihan pajak.

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN/ATAU PEMBEBASAN ATAS

POKOK DAN/ATAU SANKSI PBBKB

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 24

Pemberian keringanan, pengurangan dan/ atau pembebasan atas pokok dan /atau
sanksi PBBKB dapat diberikan atas dasar:

a. Kebijakan Pemerintah Daerah; dan/ atau

b. Permohonan Wajib PBBKB.

Bagian Kedua

Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 25

(1) Kebijakan Pemerintah Daerah sebngaimarr4 dimaksud dalam Pasal 24 huruf a

merupakan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Pajak yang diatur dalam

Peraturan Gubernur.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan urgensi:

a. bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital yang menguasai hajat

hidup orang banyak dan kegiatan perekonomian yang berpengaruh pada

kestabilan ekonomi dan sosial;

b. menjaga keteqialgkauan masyarakat atas bahan bakar rninyak; dan/ atau

c. kebijakan Pemerintah Pusat.

(3) Bentuk kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pengurangan pokok PBBKB dan/atau sanksinya; dan/atau

b. pembebasan pokok PBBKB dan/atau sanksinya.

(4) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaisl6la dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga

Permohonan Wajib PBBKB

Paragraf I
Persyaratan Permohonan

Pasal 26

(1) Permohonan Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b

disampaikan oleh Wajib PBBKB kepada Kepala Badan melalui Kepala UPPD

atau Kepala UPPD yang ditunjuk secara tertulis disertai dengan alasan

permohonan.

(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai dengan

persyaratsn administratif s6lq gai berikut:

a. Foto Copy Identitas diri;

b. Bukti pendukung, antara lain namun tidak terbatas pada l,aporan

Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;

c. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan,

pengurangan dan/atau pembebasan PBBKB.

(3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini.

Paragral 2

Verifikasi

Pase,l27

(1) Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk melaksanakan verilikasi atas

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pafing lama 5 (lima) hari

kerja sejak permohonan diterima.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian

Wqjib PBBKB dan persyaratan administratif.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara administratif

dan faktual berdasarkan kondisi yang sehnarnya.

(4) Dalam hal hasil verifrkasi selagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan

tidak sesuai dan persyaratan administratif tidak dipenuhi, Kepala UPPD atau

Kepala UPPD yang ditunjuk menolak permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26.

(5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap

dan benar, Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk menyampaikan hasil

verifikasi atas permohonan kepada Kepala Badan.
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(6) Format surat penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) sebagaimana tercantum dalam La.mpiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Paragraf 3

Kajian

Pasal 28

(1) Berdasarkan hasil verifikasi yang telah disampaikan oleh Kepala UPPD atau

Kepala UPPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (51,

Kepala Badan menugaskan Tim Teknis untuk melakukan pengkajian atas

permohonan.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10

(sepuluh) hari ke{a sejak penyampaian rekomendasi Kepala UPPD atau Kepala

UPPD yang ditunjuk kepada Kepala Badan.

(3) Hasil Pengkajian sslagairnan2 dimaksud pad,a ayat (2) dituargkan dalam nota

dinas hasil pengkajian yang disampaikan oleh Ketua Tim Teknis kepada Kepala

Badan.

(4) Dalam hal hasil pengka,iian berupa permohonan disetujui, nota dinas hasil

pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan konsep

naskah Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan

Kepala Badan tentang pemberian keringanan, pengurangan dan/atau

pembebasan atas pokok d,anr/ at^t sa-nksi PBBKB.

(5) Dalam hal hasil pengkajian berupa permohonan ditolak, nota dinas hasil

pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan konsep surat

Kepala Badan berupa penolakan permohonan disertai alasan yangjelas.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 29

Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok

dan/atau sanksi PBBKB dengan Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris

Daerah atau Keputusan Kepala Badan tentang pemberian keringanan,

pengurangan dan/ atau pembebasan atas pokok dan/ atau sanksi PBBKB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (a) dilaksanakan sesuai kewenangan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I



BAB VII

PENUNDAAN PEMBAYARAN PBBKB

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan

Pasal 30

(1) Wajib PBBKB dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran PBBKB

meliputi:

a. Penundaan waktu pembayaran; dan/atau

b. Pembayaran seca.ra angsuran.

(2) Permohonan Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

oleh Wajib PBBKB kepada Kepala Badan melalui Kepala UPPD atau UPPD yang

ditunjuk secara tertulis disertai dengan alasan permohonan.

(3) Permohonan penundaam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari ke{a seja} menerima Surat

Ketetapan /Tagihan / Keputusan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala

Badan melalui Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk.

(5) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan

persyaratan administratif sebagai berikut:

a. Foto Copy Identitas diri;

b. Bukti pendukung, antara lain namun tidak terbatas pada l.aporan

Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;

c. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan,

pengurangan dan/atau pembebasan PBBKB.

(6) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sebagaimana

tercantum dalam L^ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 31

(l) Kepda UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk melaksanakan verifrkasi atas

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O pafing lama 5 (lima) hari

keda sejak permohonan diterima.

(2) Verifikasi gelagaiman2 dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian

Wajib PBBKB dan persyaratan administratif.

(3) Verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara administratif

dan faktual berdasarkan kondisi y:rng sebenarnya.
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(a) Daiam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan

tidak sesuai dan persyaratan administratif tidak dipenuhi, Kepala UPPD atau

Kepala UPPD yang ditunjuk menolak permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3O.

(5) Dalam hal verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap

dan benar, Kepala UPPD atau Kepala UPPD yang ditunjuk menyampaikan hasil

verifikasi atas permohonan kepada Kepala Badan.

(6) Format surat penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimalsud pada ayat

(5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagran Ketiga

Kajian

Pasal 32

(1) Berdasarkan hasil verifrkasi yang telah disampaikan oleh Kepala UPPD atau

Kepala UPPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayat (5),

Kepala Badan menugaskan Tim Teknis untuk melakukan pengkajian atas

permohonan.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5

(lima) hari ke{a sejak penyampaian rekomendasi Kepala UPPD atau Kepala

UPPD yang ditunjuk kepada Kepala Badan.

(3) Hasil Pengkajian s6$agaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam nota

dinas hasil pengkajian yang disampaikan oleh Ketua Tim Teknis kepada Kepala

Badan.

(a) Dalam hal hasil pengkajian berupa permohonan disetujui, nota dinas hasil

pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan konsep

naskah Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan

Kepala Badan tentang penundaan pembayaran PBBKB.

(5) Dafam hal hasil pengkajian berupa permohonan ditolak, nota dinas hasil

pengkajian sebagairnana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan konsep surat

Kepala Badan berupa penolakan permohonan disertai alasan yangjelas.

Bagran Keempat

Penetapan

Pasal 33

Penetapan penundaan pembayaran PBBKB dengan Keputusan Gubernur,

Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Badan tentang penundaan

pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dilaksanakan

sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII

PEMERIKSAAN PBBKB

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 34

Pemeriksaan PBBKB dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian SPTPD dan

pembayaran PBBKB untuk Tahun Pajak be{alan dan/atau Tahun P4jak

sebelumnya; dan/atau

b. tujuan lain, diantaranya namun tidak terbatas pada:

1- permohonan Wajib PBBKB dalam rangka pengembalial kelebihan

pembayaran PBBKB; dan

2. penilaian, penentuan, pencocokan, dan/atau pengumpulan materi yang

berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemeriksaan

Paragraf I

Pemeriksa Pajak

Pasal 35

(1) Kepala Badan menugaskan Pemeriksa yang terdiri dari:

a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi

terkait; dan/atau

b. tenaga ahli.

yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanalan

Pemeriksaan Pajak.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan

sebagai berikut:

a. permohonan personel Pemeriksa Pajak kepada instansi terkait (dalam hal
diperlukan personel dari luar lingkungan Badan) dan tenaga ahli;

b. penerbitan Surat Perintah Tugas Tirn Pemeriksa Pajak secara ad hoc oleh

Kepala Badan.

(3) Penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas sebaga imana dirnaksud pada

ayat (21 dengan susunan sebagai berikut:

a. Kepala $6d4n geSrgai penanggungiawab;

b. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain sebagai Ketua Tim; dan

c. personel Pemeriksa Pajak yang ditunjuk sebagai Anggota Tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merangkap sebagai

anggota.

(5) Jumlah anggota tim Pemeriksa disesuaikan dengan kebutuhan Pemerikqqart.
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Paragraf 2

Standar Pemeriksaan

Pasal 36

(1) Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus

dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

(3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. standar umum Pemeriksaan;

b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan

c. standar pelaporan hasil Perneriksaan.

Pasal 37

(1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)

huruf a merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan

persyaratan Pemeriksa.

(2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan telcris yang cukup serta memiliki

keterampilan sebagai Pemedksa P4iak;

b. menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;

c. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa

mengutamakan kepentingan negara; dan

d. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Pasal 38

(1) Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

(3) huruf b meliputi:

a. pelaksanaan Pemeriksaal harus didahului dengan persiapan yang baik

sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan

mengumpulkan dan mempelajari data Wajib PBBKB, menyusun rencana

Pemeriksaan laudit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit

progroml, serta mendapat pengawasan yang seksama;

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan

metode dan telcrik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (azdit

progroml yang telah disusun;

c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang

cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan;
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d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari

seorang penanggungiawab, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih

anggota tim;

e. tirn Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu

oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah atau diluar lingkungan Pemerintah Daerah yang telah

ditunjuk oleh Kepala Badan antara lain namun tidak terbatas pada tenaga

ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang telmologi informasi dan

pengacara;

f. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Badan atau tempat kedudukan

Wajib PBBKB, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib PBBKB,

dan/atau atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;

g. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat

dilanjutkan di luar jam kerja; dan

h. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

(2) Kegiatan Pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf h dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pqiak dan berfungsi sebagai:

l. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar

pelaksanaan Pemeriksaan;

2. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan

Wajib PBBKB mengenai temuan hasil Pemeriksaan;

3. dasar pembuatan LHP;

4. sumber data atau informasi lqgi penyelesaian keberatan atau banding

yang di4jukan oleh Wajib PBBKB; dan

5. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

b. KKP harus memberikan gambaran mengenai:

1. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanalan;

2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;

3. pengujian yang telah dilakukan; dan

4. simpulan dan hal-hal lain yang dianegap perlu yang berkaitan dengan

Pemeriksaan.

Pasal 39

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)

huruf c meliputi:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos yang

diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulal Pemeriksa

Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya

I



penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan perpajakan, dan

memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.

b. LHP sekurang-kurangrrya memuat:

l. penugasan Pemerikse a n;

2. identitas Wajib Pajak;

3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

4. pemenuhan kewajiban perpajakan;

5. data/ informasi yang tersedia;

6. buku dan dokumen yang dipinjam;

7. materi yang diperiksa;

8. uraian hasil Pemeriksaan;

f. ikhtisar hasil Pemeriksaan;

10. penghitungan p4jak terutang; dan

1 1. simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

BAB IX

OPTIMALISASI PENERIMAAN PBBKB

Pasal 41

(1) Kepala Badan melaksanakan dan mengembangkan sinergi, jejaring, koordinasi

dan Kerjasama dalam rangka optimalisasi penerimaan PBBKB.

(2) Sinergi, jejaring, koordinasi dan ke{asama sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) dapat melibatkan unsur:

a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. Instansi atau Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan; dan/atau

c. Pakar/ Ahli.

Pasal 42

Tujuan Sinergi, jejaring, koordinasi dan kerjasama dalam rangka optimalisasi

penerimaan PBBKB, antara lain:

a. mengoptimalkan peran unsur pemangku kepentingan dalam rangka

optimalisasi penerimaan PBBKB;

b. menumbuhkan kepatuhan Wajib PBBKB dalam membayar pajak; dan

c. meningkatJ<an pelayanan PBBKB.

t

Paragraf 3

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 4O

Jang)<a waktu Pemeriksaan PBBKB sebagai6s114 dimaksud dalam Pasal 34 paling

lama 4 (empat) bulan, dihitung sejak tanggal SP2 disampaikan kepada Wajib

PBBKB sampai dengan tanggal SPHP.



Pasal 43

Sinergi, jejaring, koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan melalui antara lain

namun tidak terbatas pada:

a. pembentukan tim;

b. penyusunan kerja sama daerah;

c. rapat koordinasi; dan/atau

d. bentuk lainnya.

BAB X

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

Pasal 44

(1) Guna kelancaran pelaksanaan Pemungutan dan Pemeriksaan PBBKB, Kepala

Badan menetapkan Standar Operasional dan Prosedur, yang sekurang-

kurangnya memuat:

a. pejabat atau pelaksana;

b. proses bisnis;

c. persyaratan;

d. peralatan/sarana prasarErna;

e. jangka waktu;

f. keluaran (output); dan

g. blaya pelayanan.

(2) Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB X]

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan PBBKB berdasarkan

Peraturan Kepala Badan ini, dilakukan pemenuhan sumber daya manusia,

sarana dan prasarana serta anggaran yang cukup pada UPPD dan UPPD yang

ditunjuk.

(2) Persiapan pelaksanaan pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan paling lama sampai dengan tanegal 3l Desember 2O24.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Kepal,a Badan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala

Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

t



97318709 /2015 tentang Petunjuk Teknis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Dite{apkan di Semarang

pada tanggal 3 Jenusri ?C?4

KEPALA BADAN NGE NDAPATAN DAERAH

SO

BAPENDA

A TEN

{



BENTUK FORMULIR PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN

BERMOTOR

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

Biasa

Permohonan Pendaflaran waiib PBBKB

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 Tahrrn 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PA.JAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibarvah ini:

Nama :

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

Alamal Perusahaan :

barmaksud mengajukan pemohonan pendafiaran sebagai Waiib PBBKB di Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Nomor lnduk Berusaha (bagi wajib paiak badan);

2. Fotokopi Nomor lnduk Kependudukan (bagi waiib paiak orang pribado;

3. Fotokopi Nomor Pokok Waiib Pajak ;

4. Fotokopi Sertifikat standar atau ijin sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha lndonesia;

5. Folokopi Surat Kelerangan Uin Usaha Niaga Umum alau dokumen lain yang dipersamakan; dan

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk alau idertilas Pimpinan Perusahaan.

Demikian permohonan ini kami bual dengan sebenar-benamya, alas perhalianrrya kami ucapkan lerima kasih

(Nama Perusahaan)
(Jabatan)

Tanda langan

(Nama)

PENDAPATAN DAERAH

BAPEND

KEPALA BADAN PEN

o

GAH,

Cfempat, tanggal)

Kepada

Ylh. Kepala Bapenda

Provinsi Jawa Tengah

Cq. Kepala UPPD Kab/Kola....

di-
TEMPAT



LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 T,rhun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

II, FORMUTIR BUKU INDUKWA]IB PBBKE

PEMERINTAH PROVINSI IAWA TENGAH

BADAN PENGEI.OTA PENDAPATAN DATRAH

UPPD KAB/XOTA............

BUKU INDUK WAJIB PAJAX BAHAN BAXAR KENOARAAN EERMOTOR

No NPWPD
NAMA ORANG

PRIBADI/ EADAN
ATAMAT

NPWP ORAI{G

PRIBADI/ BADAN

t{oMoR tNout(
IGPENDUDUKAN /

TTOMOR INDUK
BERUSAHA

NOMOR SERNTIXAT STANDAR
ATAU IJIN SE5UAI KI.ASITIXASI

EAKU IAPANGAN USAHA
INDONESIA

I{OMOR SURAT

KETERANGAN UIN USAHA

I{IAGA UMUM
WII.AYAH KERJA UPPD

KEPALA UNIT PENGELOLAqN PENDAPATAN DAERAH
Kab/Kota....

(Nama)

Pangkat
NIP,

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

ENGAH,

oso



LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 Tehu.n ?024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

FORiIULIR HASIL PE ELMA SPTPD

SPrPD Nomor :

SSPD Nomor :

Dokumen Pendukung
a. rel(apitulasi penjualan BBKB )rarE dirinci ps tGblKoh
b. buktitransfer abu buKi pembafdcn PBBKB.
Hasll Penelltlan

5. Kesimpulan

No Unsur yang Dteliti Data t/tenunit Keterangan
wajib Pajak

1 Batas akhir pembayaran davatau penyetoran dengan bnggal
pelunasan dalam SSPD

2 Identitas diri waiib PBBKB

Jumlah PBBKB yang dilapodGn &lam SPTPD dengan SSPD
masa Paiak BeBamkutan

4 Rekapitula$ Penjualan BBKB yang dirincj per Kab/Kota
5 Sanksi Mministrasi dalam SPTPD denaan SSPD

6 Kebenaran penulisan dalam SPrPD
7 Kebenaran perhibrEqan Nildi Dasar Penqenaan PEBKB

Petugas
Peneliti

(Nama Jelas)

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PR AH,

o

III. FORMULIR HASIL PENELTTIA]I SPTPD

1.

2.
3.

Petugas
Peneliti

3
I

BAPEN



LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TEIrun 202'+
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PA.JAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

IV. FORM SPTPD

PEI.IERImAH PROVIIISI TAWA TEI{GAH
BAT'AII PE GELOII PETDAPATAT DAERAH

UPPD XAB/TOTA .,.
,L.--------.----.

SPTPD
(SIJRAT PETBERTAHUA PA'AT DTERAH)

PA,AX BAHATI BAI(AR, I(EiDARAA EERIIIOTOR

wajib Pajak
N.P.W.P.D
Ahmat

Kepada nn:
KEPAI.A aADAX PEiIGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINg JAWA TE}IGAH
Cq, KEPAI UPPD KAAAOTA.........
DI SEl.lARAr{G

PER}IA'IIAN

1. tlardp diisi dahm rangtap dua (2), dibfs derEan huruf CEIAK
2. Sedah dibi dan dltandabngani, harap diserahlan kembali kepada lGpab Badan PetE€lda Petxlapatan Dae-dh

Tengah (Bap€rfa) paliog lambat bngoal 15 (frma bd6) lE.i kerja s€tdah beraliimfd masa ?ElBl<B. (*ffasrcni
3. Ketedambatan p€ny€rahan dari br{qEl Esefuq akan dilslakan dcrxb untuk WP }rang berdasa.lan sf a#n ant

A. DATA OBYEK PA]AK

Nama BBKB (Ltr)
Bulan

Dasar Pengenaan Paiak
(Rp)

1 3 4 5

B. PA]AK TERfIUTANG

1- lumlah Paiak Terhutang unhrk Ma.a PaFk sebelumnfa (akumubsi dari awal ttassa Pajak dalam Tahun Pajak Tertenhr)

No Masa Pa.iak Nama BEKB
Dasar PerE€rBan Pajak

(Rp)
Tarif PB&KB

(Sesuai Ma)
Paiak Terhutang

(Rp)

I 2 3 4 5 6

2. .lumhh Pajak Terhubng berdasa*an angka sementara untuk Masa Pajak Sekarang (hmpi*an foto copy dokumen)

No lrlasa Pajak Nama BBKB
Dasar PerEenaan Pajak

(RD)

Tarif PBB-KB

(S€suai Peda)
Pajak Teriuhng

(Rp)

1 2 3 4 5 6

lumlah Pajak Terhutang sebelum Pengunngan Pokok PaFk Tdlutang
PenguBngan Pokok PaFk Tenutang (6) x ...,,.%

1 Industri
2 Trdnsporbsi

Pajat Terhutang S€hldr PengurangEn Potot Paiat Tertut tlg

No. SPTPD

ttasa PaFk
Tahun Pajak

No
Volume

2



Dengan rnenyadari sepenuhnya akan segah akibat termasuk sanksi - sanksi d€ngan ketartran perundang - Undanqan yanq berlaku, saya atau
yang liaya beri ku6a rnenyatalan bairrd apa tang tdah kami beribhukan brsebut b€serta lam ran - lamdranya adahh benar, lengkap dan
jehs.

D. DIISI O[fH PETUGAS PENERIMA

Tata cam penghih,rEBn dan pen€bpan }rang dildEndaki :

Sef Ass€me (rn€nghitung d,an menetaplan paFk sefldirl)

Diterima boggal

tlama Pehlgas

NIP

( .)

ptotv disini

No, SPTPD

TAI{ DA TE RI }tA

N.P.W.P.O

llama

Ahmat

Yang menerima,

( )

C. PERNYATAAN

NIP.



LAIIPIRAI{ I SPTPD
PA'AK BAHAT{ AAI(AR KEITDAR.AAI{ BE i|OTOR

Nama Wajib Pajak
Alarnat
NP\A/PD
l4asa Pajak

I. PEMUNGUTAN PEBKB KEPADA SEKTOR TRANSPORTASI & KONTRAKIOR JALAIT

A JENIS BBM TERTENTU & ]ENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

Nama BBKB Volume (Ltr) DPP (Rupiah) Tarif 0,6 Pajak Terhutang
h

Jumlah Pa Terhuta
Pokok x 50%

Terhuta s€telah Pokok

B ]ENIS B8M UI'4UM TRANSPORTASI & KONTRAKTOR JALAN

No. NaTna BBKB Volume (Ltr) DPP (Rupiah) Tarif 9o
Pajak Terhutanq

RU

lumlah Terh
fa Pokok k k Terhuta x 500,6

k Setelah n Pokok k Terh

II. JENIS BBiI UMUM KEPADA SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTAI{AI{ DAI{ PERIGBUNAN

No Nama BBKS Volume (Ltr) Tatif o/o Pajak Terhutang
ah

lumlah Pa k
Pokok x 559o

T setelah Pokok

III. ]ENIS BBM UMUI,T KEPADA SEKTOR INOUSTRI

No. Volume (Ltr) DPP (Rupiah) Tatif o/o

RU

lumlah Terhuta

ura Pokok Pajak Terhutang (Pajak Terhutang x 91,42%)
Terhuta Setelah u Pokok k Terh

Iv. ,UltlLAH PEIIIUNGUTAN PA,AK TERHUTANG
PBBKB (I+II+III)

Cfempat, Tanggal)

Wajib Pajak

Nama lelas

Keterangan ;

Peflgurangan Pokok PBB(B berdasarlcn Perabrao Gubemur Jawa Tengah tentang Pengurangan atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Eermotor.

PEMERIi{TAH PROVINSI JAWA TEI{GAH
EADAiI PENGELOLAPEI'IDAPATA DAER,AH
UPPD KAA/KOTA ...
,L.,..,.,...,........,.......

No.

DPP (Rupiah)

Pajak Te utang
Nama BBKB

-



Contoh I

PEI,I ERII{TAH PROVII{SI IAWA TET{GAH
BADAI{ PENGELOI.A PEI{DAPATAI{ DAERAH

LAI,IPIRAI{ II SPTPD

UPPD XAB/TOTA PA'AK BAHAI{ BAXAR KE DARAAI{ BER}.IOTOR

LAPtOnAi REALISASI PEit UALAI{

Nama wajib Pajak
Alamat
NPWPD
Masa Pajak

No.
lenb Bahan Bakar I ]mb Bahan Bakar tr Total

Quanbty PBBKB Quantity PaBKB Quantity PBBKB

Wajib Pajak

nama

Contoh II

KEPALA BADAN PENG PENDAPATAN DAERAH

4_

*

PElrlERIrfAH PROVIIISI TAWA TEiGAH
BADATI PEI{GELOTA PEI{DAPATAII DAERAH
UPPD XAB/KOTA ..,
,L..........,,.,.,,..,,,,,,.,

LA]T{PIRAI{ II SPTPD

PAIAK BAHATI BAXAR XE DARAAT{ BERltloToR

LAFORAI{ REILISASI PEII'UALA]I

Nama Wajib Pajak
Alamat
NPWPD
Masa
Pajak

Tanggal Nama
Produk

No. SO.
PN/m/Faktur/Dok

Tuuan Periuahn
Kab/Xob

OtY Harga
Oasar

PPNlml Sat

Warib Pajak

nama jelas

BAPEND

TE i.lC,I
r

SO

GAH,

Kab/Kota

PEAKB

l



V. FORM SSPD

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 Tshun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PR NGAH

*
q

o

&
,!*fri,.1tf'.-+iv

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TET{GAH

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

UPPD KAB/KOTA

Jt.

KABAOTA o. lspo:

Alamat

N.P,W.P.D

l,leny€tor Berdasarkan') 1. SPTPD

2- SK P€rnbetuhn

3. SK KebeEtan

4- Lain - hin

Masa Paiak

PT. BA]IK JATETIG

a.n BE DAHARA PE,{ERIIIIMX UPPD KIB/'(OrA - o. Retening B.nt Jateng KX.Xn.m

No. Ayat
lenb PaJak

(PtsB - KB)

lumhh

(Rp)

1

2

3

Jumhh Setonn Pajak

Dengan huruf

Ruang untuk Teran
lcs Register / Tanda Tangan

PeuEEs Penerima

DlBirla oldl

PetugEs Ternpat Pemba),aran

Tanggal

Tanda TangEn

Itama Ts-aru

Peflyetor

Oanda TangEn & Stgnp€D

tlarna Terano

BAPE NDe

1
rEN o P

SSPD
(SURAT SETORAII PA'AK DAERAH)

TAHU]{ ...........



LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 T,]hun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

vI. FORM STPD

PBOVII{SI .'AgA TBTGAII
BADAT PEXGT&()LA FITDAPAIIX DATNA!|

I'DPD I(,AB/B(,IA .

L

lL

STPD

ISURAT TACITTAN PAJAK DAERAH}
Tahun :-.......-..

Narna

NP,\ PD
Masa Pajak
Tgl. Jatuh Tempo

Sesuai hasil penelitian/pemerikoaanil atau keterangan lain teGebut diatas, penghitungan jurnlah yana ha.rus dibayar'
adalah sebaaai berikut:
l. Para.l( kurang Bayar :

2. Sanksi Administrasi :

3. tcedit Pajal<:
a. Buoga :

4. Jumtrah yang masih harus dibssEr (1+24 :

Dengan huruf

PERHATIAN
Harap penyetoran dilakukan ke bank tujuan .......... dqrgan no!tror rckeDing.......... atas nama.......... dengan mcnggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPDI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak STPD ini diterima.

Teopat tanggal

KEPALA UNIT PENGEIPIAAN PENDAPATAN DAERAH

KAB/KCrlA

NIP

Keterangan:

') t)isi salah satu yang sesuai

ptttong dinni

No. STPD

TAT{DA TERIl,lA
Nama

Ahmat

Yang menerima,

(.... )

KEPAI.A BADAN PENGET.OLA PENDAPATAN DAERAH

t I APEND

rEnG

GAH

................)

Berdasarkan Undaig-undang No. I Tahun 2V22 t&h dila&ukan pcnelitian/pemcriksaanr) atau keteranSan la.in atas
pelakEaan kei,ajiban
Kode Rekening :

Nama Pajak :



II

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 Tah'ir 20ad
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAXAR KENDARAAN BERMOTOR

PROVITSI JAWA TENGAH
B,ADA'{ PEICCEI.OLA PII|DAPI.TAII DATRAH

UPPD TAB/IIOTA

SKPDLB
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)

Tahud :.....-...-.

Nama
Alamat
NPWPD
Masa Pajak

Berdasaikan Undang-undang No. I Tahun 2U22 felah dilakukan peaneriksaan atau keterangan lain atas pelaksaan
kewajiban
Kode Rekening :

Nama Pajak i

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diata,s, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
be.ikux
1. Dasar Pengenaan
2. Pajak yang terhutang 1

3. Kredit Pajak
a. Sctoran ya-na dilaku.kan
b. Lain-lain
c. Dikurangi kopensasi kelebihan ke tahun

yang al<an datang/hutang pajak
d, Jumlah pajak yang dapat dikreditkan i

4. Junfa]r kelebihan pembayaran pokok Pajak (3d + 2) :

5. Sanksi Administrasi:
a. Bunga :

b, Kenaikan :

c. Jun ah sar*si administrasi :

6. Jurnlal lebih bayar yang seharusnya :

tidak terhutang (4+5c)

Tempat, tanggal

KEPALA UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KAB/ KOTA

potong disini

No. SNPDTB

TAf,DA TERIIIA
Nama

Ahmat

Yang menerima,

(

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

NGAH,

SO

I.

VII. FOR.M SXPDLB

.........,)

NIP.................



VIII. FORM SKPDKB

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 Tahun ?024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

PROVINSI .'AWA TEI|GAH
BAI'Alf PETTCTLOLA PEI|DA.PATAX DA.ERAII

UPPD BAB/XOTA

SKPDKB
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)

Tahun :...........

Nama
Alamat
NPWPD
Masa Pajak
Tanggal Jatuh Tempo

No. Kode Rekening Jeris Paiak

Jumlah Ketetapan Pokok Paiak
Jumlah Sanksi : a. Bunga

b, Kenaikan
Junlah Keseluruhan

DcnBe Huruf

PERHATIAN:
l Harap penyetoran dilakukan melalui.. dengan menggunakan Surat Setoran Pajsl Daerai (SSPD)
2. Apabila SKPDKB ini tida-k atau kurang Dibaj.ar setelal le*'at wa.ktu paling larna 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian

dari butan dihitung penuh 1 (satu) bulan, dikenakao sanksi administratifberupa bunga sehsar ... 0,6 per bulan dari Pa.jak
yang kurang atau tertambat dibayar.

Tempat, tanggal

KEPAI,A UNTT PENCEII)I,AAN PENDAPATAN DAERAH

KAB/ KOIA

NIP

potong disini

No. SKPDKB

TAI{ DA TERllr{A
Nama

Alamat

Yang menerima,

)

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PRO

o

GAH,

(... .)

I



LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ?- lqbva ?a24
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

IX. FORM SKPDKBT

PROVIT{SI JAYA TBI| GAII
BA.DIII PEITCEI.()LA PEI{DAPATI.II DAERAII

I'PPD XAB/KOTA

SKPDKBT
(SURAT KETSTAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)

Tahun :........-..

NaJDa
Alamat
NPWPD
Masa Pdak

Berdasarkan Pasal -..
pelaksaan kewajiban
Kode Rekening
Nama Pqiak

.....Undar8-Undang No. 1 Tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangen lain atas

Da.i Pemeriksaan atau ket rangan liain tersebut diataa, penghitungan jumlah yang masih har:us dibayar adalah sebagai
berikut:
l. Daaar Pengenaan :

2. Pajak yanB terhutang i
3. Kredit hjak

a. Kopensasi kelebihan dari tahun sebelumnya :

b. gctot"s yanA dilakukan
c. Lain-lain
d. Jumlah pajak Jrang dapat dikreditlan :

4. Jufirlah kekurangan pcmbayatan i
5. Sanksi AdEinistrasi

a. Bunga :

b. Kenaikan :

c. JunJah Sanksi administrasi :

6. Jumlah yang masih harus dibayar :

PERHATTAN
l. Harap penyetoran dilakukan !relalui... dengan menggunakan Surat Setoran Paja.k Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDKBT ini tida.k atau ku.arg Dibayat 3etelah lewat wa.ktu p€lina lama I (satu) bulen sejak tanggal diterbitkan

dikenakan sanksi administratif berupa kcnaikan sebBar 10096 (s€ratus pcrsen) dari jumlah kekurangan Pajal<.

II

Ternpat, tanagal

KEPALA UNM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KAB/ KOTA

NIP.

pbrydiini
No. SKPDIGT

TAI{DA TERII,IA

Yang rnenerima,

( )

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PR NGAH,

*
o

BAPEN A

TE t\o
F

L

.....................)

llama

Alamat



x.

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPAI/, BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 [qhon 2O24
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PA.JAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Surat PernEhonan Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau p€ rDeDasan atas pokok dan/atau

sanksi PBBXB

Biasa

(tempat, tanggal)

Kepada

Yth. Kepala Bapenda

Provinsi Jawa Tengah

Cq. Kepala UPPD Kab/Kota

d-
SEMARANG

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Permohonan keringanan, peogurangan darratau

pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PBBKB

Dengan Ho,rnat,

Yang b€rtanda tangan dbarr?h ini:

Narna :

Nama Perusahaan .

Bidaog Usaha :

AlamatPerusahaan :

beGama ini mengajukan permohonan keinganan, pengurangan dadatEu pe[$ebasan atas pokok dan/atau sanksi PBBKB') yang

tercantum dalam Surat Keletapan Paiak )turang Bayar (SKPDKBySurat Ketetapan Paiak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/Surat

Tagihan Pa.iak Daerah (STPD)'):

Nomor & Tanggal :

Jenis Paiak :

Masa/Tahun') Pajak :

Alasan pe.mohonan pengirrangar/penghaposan sanksi adminishGi:

Sebagai kelengkapan pemohonan, terlarlir disampaikan:

a. Fotokopi ldenlitas diri

b. BuKi pendukung, antara lain namun lidak terbatas pada Laporan Keuangan yang telah daudt oleh Akuntan Publik selama sekuraog-

kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;

c. Surat pemyataan lidak sedang memperoleh f.silitas i.Ee.flif kqinganan, pengurangan danlatau pemb€basan PBBKB.

Derikan surat pemrohonan kani sarpaikan tllltuk @at dpedimbangkan.

(Nama Perusahaan)
(Jabatan)

Tanda langan

(Nama)

Keterangan:

') Diisi salah satu yang sesuai

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

P NGAH,

* 84pEry

v

reNG

o



xI. Surat Perrnohonan Penundaan Fernbayaran PBBKB

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 Tahun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

(fempat, tanggal)

Kepada

Yf|. Kepala Bapenda

Provinsi Jawa Tengah

Cq. Kepala UPPD Kab/Kota

d-
SEMARANG

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Biasa

Pennohonan Penundaan rraltu pembayaran PBBKB/
Pernbayaran s€cara angsuran')

Dengan Hoarmt

Yang bertanda tang4r dbarYah iri:
Narra :

Nama Pe{u8ahaan :

Bidang Usaha :

AlamatPmEahaan :

bersama ini meogaiukan pemrohoEn Penlndaal| tEktr p€fitayaran PBBKB/ Pelrtryaran secara angsu]an') yang tercantrm dalam

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKBySurat Ketetapan Paj8k f\urang Bayar Tambahan (SKPDKBrySurat Tagihan Pajak

Daerah (STPD)'):

Nomor & Tanggal :

Jenis Pajak :

MasE/Tahun') Pajak :

Alasan pennohonan Penundaa.r Pe.r$ayaran PBBKB:

Sebag€i kdengkapan pernohonan, terla.Ilir ds€rrp€ik8n:

a. Fotokoti ldcntih dri

b. Bukti pe drkung, adara lain namrn tidak terbstG pada L.por-€n K€$argBn yang dah daudt oldr Atuntan Publik selama sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun teralfiir;

c. Surat pemyataan lidak sedang meir?eroleh fasitlas inserdif keduarlao, p€ngu"angEn &n/atau pe[Sebasan PBBKB.

Oemikian surat penrEhonao l(alti sarpailafl unfuk dapat dpedimbangkan.

(Nama Perusahaan)
(Jsbatan)

Tanda tangan

(Nama)

Kelerangan:

') Oisi salah satu yang sesuai

KEPALA BADAN PENG T.OLA PENDAPATAN DAERAH

BAPE

PRO NGAH,



xu. Surat Penyampaian Hasil verifikasa Peflnohonan

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Keterangan:

') Diisi salah satu yang sesuai

LAMPIRAN XII
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 Tahun 2A24
TENTANG
PE"TU NJU K TEKNIS PEMUNGUTAN
PA.JAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Cfempat, langgal)

Kepada

Yth. Kepala Bapenda

Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG

Biasa

Penyampaian Hasil Verifi kasi

Berkeneen dengan permohonan surat keringanan, pengurengan dary'aGu pemb€basan alas pokok dary'atau sanksi

PBBKB atau Penundaan waklu pembayaran PBBKB/ Pernbayaran secara angsuran') oleh ...................... Nomor ...........

tanggal, berdasarkan hasil yerifikasiyang telah dald(ukan, Warib PBBKB dengan dala sebagai berikut:

Nama :

Nama Perusahaan :

Bidang Usehe :

Alamat Perusahaan :

Bahwa permohonan dinyatakan sesuai dan persyaratan lelah dipenuhi.

BeBama ini dilampirkan : (menyesuaikan)

a. Fotokopi ldentitas diri

b. Bukti pendukung, antara lein namun tidak terbalas pada laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akur an Publik

selama sekurang-kurangnya 1 (setu) tahun terakhit:

c. Surat pemyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif koringanan, pengurangan dan/atau pembebasan PBBKB.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut-

KEPALA UNIT PENGELOIAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATENUKOTA,,,,,,

Tanda Tangan

(Nama)

Pangkat
NIP

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

GAH,

rO

oIS

,tl

t(
BAPEN

Dt

TE



LAMPIRAN XIII
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 Tahu;:. 202-4
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

XIII. Rancangan Keputusan Gubemur lawa Tengah

LAMBANG
NEGARA

GARUDAEMAS

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR..... TAHUN ......

TENTANG .......................

OUDUL KEPUTUSAN GUBERNUR)

GUBERNUR IAWA TENGAH,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

1.

2.
3. dan seterusnya

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di ........

pada anggal ......

GUBERNUR IAWA TENGAH,

tanda tangan

INAMA TANPA GELAR DAN PANGKATJ

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINS NGAH,

+

KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

a-

NG

o



LAMBANG
DAERAH

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 Tabvn 2A24
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di ........

pada tanggal ......

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IAWA TENGAH,

tanda tangan

INAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

NGAH,

SEKRETARJS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR..... TAHUN......

TENTANG

OUDUL KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IAWA TENGAH]

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa.............

Mengingat 1.

2.
3. dan seterusnya .......

Menetapkan
KESATU
KEDUA:.-..........
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

BAFEi. rt

o

XW, Rancangan Kepuhrsan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 2 Isbln 2-A24

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
PA.JAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

XV, Rancangan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Tengah

LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR..... TAHUN......

TENTANG

UUDUL KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH)

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

1.

2.

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di ........

pada tanggal ......

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWATENGAH,

tanda tangan

INAMA TANPA GELAR DAN PANGKATJ

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Mengingat

Menetapkan :

3. dan seterusnya

KESATU

KETIGA

* BAPENDA

IEN
a

NGAH,

o


